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TINJAUAN UMUM

A. Konsep Negara Hukum

1.

Pengertian Konseptual dan Hakikat Negara Hukum

Negara hukum formal merupakan gambaran bentuk ideal yang dapat
dipikirkan manusia, sekaligus dicita-citakan untuk diwujudkan dalam
kenyataan. Konsepsi bentuk negara ideal bagi tiap bangsa tidak selalu sama
sehingga pemahaman negara hukum tidak selalu sama bagi berbagai

bangsa.’

Istilah negara hukum berasal dari bahasa Jerman, yaitu Rechtstaat
dan masuk ke dalam perpustakaan Indonesia melalui bahasa Belanda,
rechtstaat. Istilah rechtstaat berasal dari Robert von Mohl (1799-1875) dan
merupakan ciptaan golongan borjuis yang ketika itu kehidupan ekonominya
sedang meningkat, sekalipun kehidupan politiknya sebagai suatu kelas

sedang menurun.*®

Daud Busro dan Abu bakar Busro mengemukakan, negara hukum

adalah negara yang berdasarkan hukum yang menjamin keadilan bagi

> Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik,( Penerbit Erlangga, 2010) h. 46

18 1bid, h. 47

17
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warganya.'’ Negara hukum yang didefenisikan Abu Daud Burso dan Abu
Bakar Burso sebagai negara yang berdasarkan hukum disebut Burkens

(13

sebagai negara yang . yang menempatkan hukum sebagai dasar
kekuasaan dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya
dilakukan di bawah kekuasaan hukum”. Dalam Suatu negara hukum, sesuai
dengan pendapat Burkens di atas, setidaknya hukum memiliki dua macam

fungsi, yakni sebagai dasar kekuasaan negara dan sebagai pedoman

penyelenggara kekuasaan negara.™®

R. Djokosutomo mengatakan bahwa negara hukum menurut UUD
1945 adalah berdasarkan kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat.
Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti rechtstaat (badan
hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka
jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan

melanggar hukum.*®

Selanjutnya penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahwa
pemerintaha berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak bersifat

absolutisme (kekuasaan yang terbatas).

" Hotma P. Sibuea, Ibid, h. 48

% Ibid, h. 48

9 C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (PT
Rineka Cipta, 2008) h. 87
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Ismail Sunny mengatakan, bahwa negara hukum Indonesia memuat

unsur-unsur:2°

a. Menjunjung tinggi hukum

b. Adanya pembagian kekuasaan

c. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedy-
remedi procedural untuk mempertahankannya

d. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.

2. Prinsip-prinsip Negara Hukum

Konsep negara hukum dalam modern di Eropa Kontinental
dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu Rechtstaat antara
lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte. Adapun dalam
tradisi Anglo Amerika dalam konsep negara hukum dikembangkan dengan
sebutan The Rule of Law yang dipelopori oleh A.V.Dicey. Selain itu, konsep
negara hukum juga terkait dengan istilah nomokasi (nomocratie) yang
berarti penentu dalam kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl,
konsep negara hukum yang disebut dengan istilah rechstaat mencakup

empat elemen penting, yaitu:*

a. Perlindungan hak asasi manusia

b. Pembagian kekuasaan.

?0C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Ibid, h. 87
21 Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi (Jakarta: Sinar Grafika,
2012), h. 130
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c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.

d. Peradilan tata usaha negara.
Adapun A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting The Rule of Law, yaitu®*:

a. Supremacy of Law.
b. Equality before the Law.

c. Due Process of Law.

International Commission of Jurist menentukan pula syarat-syarat

representative government under the rule of law, sebagai berikut:*

a. Adanya proteksi konstitusional.

b. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak.

c. Adanya pemilihan umum yang bebas.

d. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat.
e. Adanya tugas oposisi.

f. Adanya pendidikan civic.

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan
tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern
yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara

hukum, maka terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang

22 Jimly Asshiddigie, Ibid, h. 130
% Ibid, h. 131



menyangga berdirinya negara hukum. Kedua belas prinsip tersebut adalah

sebagai berikut:?*

Supremasi Hukum (Supremacy of Law)

Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law)
Asas Legalitas (Due Process of Law)

Pembatasan Kekuasaan.

Organ-organ Penunjang yang Idependen.

Peradilan Bebas dan Tidak Memihak.

Peradilan Tata Usaha Negara.

Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court)
Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Bersifat Demokratis (Democratishe Rechtsstaat).
Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare
Rechtstaat).

Transparansi dan Kontrol Sosial.

B. Lembaga Negara di Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945

1.

Istilah dan Defenisi Lembaga Negara

21

Sebenarnya, secara sederhana, istilah organ negara atau lembaga

24 Jimly Asshiddigie, Ibid, h. 131-132

negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga

masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau organisasi Nonpemerintah
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yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Governmental Organization
(NGO’s). Oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai
lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga
negara itu dapsat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

maupun yang bersifat campuran.?

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa
disebut staatsorgan. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga
negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI 1997), kata “’lembaga’’ diartikan sebagai
asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu), bentuk asli (rupa,wujud),
acuan, ikatan, badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan
keilmuan atau melakukan suatu usaha dan pola perilaku yang mapan yang

terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.”®

Dalam kamus hukum Belanda-Indonesia, kata staatsorgaan itu
diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. Dalam Kamus Hukum
Fockema Andrene yang diterjemahkan oleh saleh adiwinata dkk., organ juga
diartikan sebagai perlengkapan. Oleh karena itu, istilah lembaga negara,
organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara seringkali

dipertukarkan satu sama lain. Akan tetapi menurut Natabaya, penyusun

% Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
Op.cit, h. 27
% ibid
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UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah
badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara. Untuk maksud yang
sama , Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) tahun 1949 tidak
menggunakan istilah lain kecuali alat perlengkapan negara. Sedangkan UUD
1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), melanjutkan kebiasaan MPR
sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan

lembaga negara, organ negara, dan badan negara.?’

Menurut kamus Hukum Fockema Andrea yang diterjemahkan Saleh
Adwinata dkk, kata organ diartikan sebagai perlengkapan. Alat perlengkapan
adalah organ atau majelis yang terdiri dari organ-organ yang berdasarkan
undang-undang atau anggaran dasar wewenang mengemukakan atau
merealisasikan ~ kehendak badan hukum. Secara defenitif, alat-alat
kelengkapan suatu negara yang lazim disebut sebagai Lembaga Negara
adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi

negara.”®

Istilah lembaga-lembaga negara tidak dijumpai dalam UUD 1945.
Konstitusi RIS 1949 secara eksplisit menyebut Presiden, menteri-menteri,
Senat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), dan

Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat-alat perlengkapan negara RIS

2T Astri Agustiwi, Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar
di Indonesia, (Surakarta: Journal Rechstaat llmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, 2014), h. 4

%8 Sitti Nurlin, Kedudukan Lembaga Negara Ad hoc dalam Sistem Ketatanegaraan di
Indonesia, (Makassar: Skripsi Univesitas Hasanuddin, 2013) h. 45
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(Konstitusi RIS 1949 Bab 111). UUDS 1950 juga menegaskan bahwa alat-alat
perlengkapan negara mencakup Presiden dan Wakil Presiden (Wapres),
menteri-menteri, DPR, MA, dan Dewan Pengawas Keuangan (UUDS 1950

Pasal 4).

Istilah lembaga-lembaga negara dikukuhkan penggunaannya dalam
Ketetapan No. XX/MPRS/ 1966 (lihat TAP MPR No. VI/MPR/1976 dan
TAP MPR No. III/MPR/ 1978). Lembaga-lembaga negara yang dimaksud
adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden, Dewan Pertimbangan

Agung (DPA), dan Mahkamah Agung (MA).*

Jika dilihat dari sudut tingkatannya, lembaga negara dapat diuraikan

mulai dari tingkat pusat, dapat dibedakan dalam empat kelembagaan yaitu:*°

a. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar yang diatur
dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.

b. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang diatur atau
ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.

29 H
Ibid, h. 5
% Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi,(Jakarta:Kencana Prenada
media, 2012) h.223
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c. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau
Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan
Presdien.

d. Lembaga yang dibentuk bedasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Pejabat di bawah
Menteri.

2. Trias Politica Lembaga Negara

Indonesia adalah negara hukum atau yang dalam bahasa Inggris
disebut legal state atau state based on the rule of law, dalam bahasa Belanda
dan Jerman disebut rechstaat. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya
pemisahan kekuasaan. Upaya pembatasan kekuasaan dilakukan dengan
mengadakan pola-pola pembatasan di dalam pengelolaan internal kekuasaan
negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan
kekuasaan kedalam beberapa fungsi yang berbeda-beda. Dalam hubungan
ini, yang dapat dianggap paling berpengaruh pemikirannya dalam
mengadakan pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan itu adalah Montesquieu
dengan teori trias politica-nya, yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang

kekuasaan eksekutif atau administratif, dan cabang kekuasaan yudisial.**

31 Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2012) h. 282
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Menurut Montesquieu, dalam bukunya L Espirit des Lois (1748),
yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara dalam
tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang,
kekuasaan eksekutif untuk menjalankan dan kekuasaan untuk menghakimi
atau yudikatif. Dari Kklasifikasi Montesquieu ini dikenal pembagian
kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (the legislative
function), eksekutif (the executive or administrative function), dan yudisial

(the judicial function).*

Baron de Montesquieu (1689-1785) mengidealkan bahwa Kketiga
fungsi kekuasaan negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam tiga
organ negara. Satu organ hanya boleh menjalani satu fungsi (functie), dan
tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang

mutlak. Jika tidak demikian, maka kebebasan akan terancam.>

Konsepsi trias politica yng diidealkan oleh Montesquieu ini jelas
tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi
mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara
eksklusif ~ dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut.
Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa hubungan antara cabang kekuasaan

itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat

%2 |bid, h. 283
% Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi,Op.cit, h. 31
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sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip

check and balances.®
3. Kekuasaan Legislatif

Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-
tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama
adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan
untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada

lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif.*®

Kekuasaan legislatif juga dikenal dengan istilah lembaga perwakilan
rakyat. Menurut John A. Jacobson, bahwa secara umum struktur organisasi
lembaga perwakilan rakyat terdiri dari dua bentuk yaitu lembaga perwakilan
rakyat satu kamar (unicameral) dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar
(bicameral). Praktik unicameral dan bicameral menurut Bagir Manan, tidak
terkait dengan landasan bernegara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, atau
sistem pemerintahan tertentu. Tetapi, kedua bentuk ini merupakan hasil

proses panjang praktik ketatanegaraan di berbagai belahan dunia.*®

Di Inggris, sistem bicameral terdiri dari Majelis Tinggi (The House

of Lord) dan Majelis Rendah (The House of Commond). Adapun sistem

* 1bid, h. 31

% Jimly Asshiddigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,Op.cit, h. 298

% Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara
Peradilan Tata Usaha Negara, h. 65
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bicameral di USA terdiri dari Senat (Senate) sebagai Majelis Tinggi dan

DPR (House of Representative) sebagai Majelis Rendah.*’

Di Indonesia berdasarkan UUD 1945 pra-amandemen menganut
sistem unicameral dengan menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) sebagai supremasi yang memegang penuh kedaulatan rakyat. Akibat
dari itu timbul ketimpangan ketatanegaraan terutama antarlembaga negara,
dimana akibat superioritas ini MPR dapat memberikan justifikasi pada
semua lembaga negara tanpa kecuali, sehingga eksistensi tiga kekuasaan

lembaga (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi semu.®

Sidang umum MPR pada tahun 2001 berhasil mengamandemen
UUD 1945 dengan mengembalikan sistem ketatanegaraan khususnya
kelembagaan negara pada proporsinya, yaitu mengembalikan eksistensi
lembaga legislative ke sistem bicameral. Amandemen ini menempatkan
MPR tidak lagi sebagai supremasi, tetapi sebagai lembaga tinggi negara
yang keanggotaannya meliputi DPR dan DPD. Pertimbangan logis Indonesia
mengadopsi sistem bicameral dengan membentuk kamar ke dua setelah DPR
yaitu DPD adalah untuk mewadahi keterwakilan yang berbeda, yakni pusat

dan daerah. *°

37 Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, Ibid, h. 65
% 1bid
* |bid
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Cabang kekuasaan Legislatif memiliki fungsi sebagai berikut:*
a. Fungsi Pengaturan (Legislasi)
Fungsi legislatif menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu:

1) Prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation)

2) Pembahasan rancangan undang-undang (law making process)

3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law
enactment approval)

4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau
persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang
mengikat lainnya (Binding decision making on international
agreement and treaties or other legal binding documents)

b. Fungsi Pengawasan (Control)

Secara teoritis, jika di rinci, fungsi-fungsi control atau
pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat

pula dibedakan, yaitu:

1) Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of policy
making)
2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (control of policy

executing)

0 Jmly Asshiddigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,Op.cit, h. 300-310
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3) Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (control of
budget budgeting)

4) Pengawasan terhadap pelaksanan anggaran dan belanja negara
(control of budget implementation)

5) Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (control of government
performances)

6) Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of
political appointment of public officials) dalam bentuk persetujuan
atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan
oleh DPR.

c. Fungsi Perwakilan (Representasi)

Dalam rangka pelembagaan fungsi representasi itu, dikenal
pula adanya tiga sistem perwakilan yang dipraktikkan di berbagai

negara demokrasi. Ketiga fungsi itu adalah:

1) Sistem perwakilan politik (political representation)

2) Sistem perwakilan territorial (territorial atau regional
repesentation)

3) Sistem perwakilan fungsional (functional representation)

d. Fungsi Deliberatif dan Resolusi Konflik
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Dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, maupun
perwakilan, di dalam parlemen atau lembaga legislatif selalu terjadi
perdebatan antar anggota yang mewakili kelompok dan kepentingan
yang masing-masing memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam
memahami dan menyikapi suatu permasalahn. Menurut Friedrich,
fungsi parlemen yang pokok justru adalah fungsi representative dan

deliberative.*!

Fungsi deliberatif dan resolusi konflik adalah sebagai berikut:

a. Perdebatan publik dalam rangka rule and policy making.

b. Perdebatan dalam rangka menjalankan pengawasan.

c. Menyalurkan aspirasi dan kepentingan yang beranekaragam.
d. Memberikan solusi saluran damai terhadap konflik sosial.

4. Kekuasaan Eksekutif

Menurut Stephen Leacock, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan
yang mengenai pelaksanaan undnag-undang. Dengan kata lain, bahwa
eksekutif menyelenggarakan kemauan negara. Dalam satu negara demokrasi,

kemauan negara ini dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang.

1 Ibid, h. 308
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Tugas utama dari eksekutif, tidak mempertimbangkan tetapi melaksanakan

undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif. 2

Kekuasaan eksekutif menurut W. Ansley Wynes, adalah kekuasaan
dalam negara yang melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan
pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam

maupun di luar negeri.*®

UUD 1945 menentukan bahwa kekuasaan eksekutif dilakukan oleh
presiden. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 UUD 1945:

Ayat (1) : Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan

menurut undang-undang dasar.

Ayat (2) : Dalam melaksanakan kewajibannya presiden dibantu oleh satu

orang wakil presiden.

Selain itu dalam menjalankan kewajiban pemerintahan, khususnya
dalam menentukan politik negara, presiden dibantu oleh menteri-menteri

negara.

5. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem
kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang
ketiga ini seringkali disebut cabang kekuasaan yudkatif atau dalam bahasa

Belanda judicatief. Dalam bahasa Inggris, disamping istilah legislative,

*2 Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, Op.cit, h. 107
“* 1bid, h. 108
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executive, tidak dikenal judicative sehingga untuk pengertian yang sama

biasanya dipakai istilah judicial, judiciary, ataupun judicature.**

Baik dinegara-negara yang menganut tradisi civil law maupun
common law, baik yang menganut sistem pemerintahan parlementer maupun
presidential, lembaga kekuasaan kehakiman selalu bersifat tersendiri. Prinsip
pemisahan kekuasaan (separation of power) menghendaki bahwa para hakim

dapat bekerja independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Ismail Sunny menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang
merdeka merupakan salah satu pilar bagi negara yang berdasarkan sistem
demokrasi dan negara hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka
merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara
hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari
campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam
menjalanankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan

kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.*

UUD 1945 membagi kekuasaan lembaga yudikatif dalam dua kamar
(bicameral), Selain itu juga mengadopsi lembaga negara yang memiliki
tugas dan wewenang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, lembaga ini

ialah Komisi Yudisial (KY).

*4 Jimly Asshiddigie, Pengantar Hukum Tata Negara,Op.cit h.310
*® Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, Op.cit, h. 82
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a. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh

kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya.

Dalam sistem peradilan di Indonesia dewasa ini, terdapat empat
lingkungan peradilan , yang masing-masing mempunyai lembaga-
lembaga pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Pada tingkat

kasasi, semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung (MA).

Pengadilan tingkat pertama dan kedua dalam keempat lingkungan

peradilan tersebut adalah:

1) Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) dalam
lingkungan peradilan umum;

2) Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dalam
lingkungan peradilan agama.

3) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.

4) Pengadilan Militer (PM) dan Pengadilan Tinggi Militer dalam

lingkungan peradilan militer.

Disamping itu dikenal pula beberapa pengadilan khusus, baik

yang bersifat tetap maupun Ad Hoc, diantaranya yaitu:
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1) Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

2) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

3) Pengadilan Niaga.

4) Pengadilan Perikanan.

5) Pengadilan Hubungan Kerja Industrial.

6) Pengadilan Pajak

7) Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

b. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang ada setelah
adanya amandemen UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan
Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang
berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan
masyarakat, bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi
dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara
konsisten dan bertanggung jawab dan Mahkamah Konstitusi juga
berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan

mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.*®
c. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang terbentuk

setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945. Komisi Yudisial

8 Ibid, h. 96
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bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana MA dan MK tetapi
tugas dan kewenangannya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
Dalam konteks ketatanegaraan Komisi Yudisial memilik peran yang
sangat penting yaitu mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka
melalui pencalonan Hakim Agung dan melakukan pengawasan terhadap
hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.*’
C. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara Bantu.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 1 undang-undang ini menentukan bahwa pemberantasan tindak pidana
korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan membarantas tindak
pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran
serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tindak pidana korupsi itu sendiri adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas  Undang-undang Nomor  Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap penyelenggara negara, seperti

" Ibid, h. 99
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yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelnggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, diharapkan dapat dibebaskan dari segala bentuk perbuatan yang tidak
terpuji ini, sehingga terbentuk aparat dan aparatur penyelenggara negara yang

benar-benar bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.*

Status komisi ini secara tegas ditentukan sebagai lembaga negara yang
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan komisi ini bertujuan untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana

korupsi yang sudah berjalan sejak sebelumnya.*
1. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi

Indonesia merupakan Negara di Asia yang mencanangkan suatu peraturan
khusus terhadap pemberantasan korupsi. Sebagai bentuk nyata tersebut
dibentuklah peraturan mengenai pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi
di Indonesia sebenarnya mulai di jalankan sejak dulu, namun sampai sekarang
yang namanya korupsi di Indonesia belum bisa diberantas secara tuntas malah
makin berkembang. Hampir di seluruh unsur baik eksekutif, legislatif, dan

yudikatif tersangkut kasus korupsi.

8 Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
Op.cit, h. 194
“9 Jimly Asshiddigie, Op.cit, h. 194
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Langkah pemberantasan korupsi sudah sejak lama dilakukan oleh
pemerintah Negara ini. Penguasa perang pusat kepala staf angkatan darat yang
saat itu dijabat Jenderal A.H Nasution menerbitkan Peraturan Penguasa Perang
Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor
Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) untuk memberantas korupsi yang

gejalanya mulai tampak pada tahun tersebut. >

Selanjutnya, seiring pergantian masa pemerintahan, peraturan mengenai
pemberantasan korupsi terus diperbaiki dengan pembentukan undang-undang,
mulai dari undang-undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960, undang-undang Nomor
3 Tahun 1971, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, hingga yang terakhir
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. >

Sebelum dibentuknya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 pada masa
pemerintahan Abdurahman Wahid sempat dibentuknya Tim Gabungan
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hanya bersifat sementara sampai
terbentunya UU No. 31 Tahun 1999. Tim ini berada dibawah Jaksa Agung yang
pada saat itu Marzuki Darussman. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang

Yudhoyono juga membentuk Tim Tastipikor (Tim Pemberantasan Tindak Pidana

*° Adami Chazawi, . Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia, (Bayumedia
Publishing: Malang, 2005), h. 3
*! Ibid
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Korupsi) yang diketuai Wakil Jaksa Agung Basrief Arief. Tim Tastipikor

tersebut dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2005.

Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disingkat dengan KPK)
dibentuk dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan komisi ini
merupakan amanat dari pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

2. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi pemberantasan korupsi memiliki beberapa tugas, yaitu sebagai

berikut:>

a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan
tindak pidana korupsi.

b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan
tindak pidana korupsi.

c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak
pidana korupsi.

d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

(pasal 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002).

52 Evi Hartanti, Op.cit, h. 71
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3. Wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Komisi pemberantasan korupsi memiliki beberapa tugas, yaitu sebagai
berikut:>

a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak
pidana korupsi.

b. Menentapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak
pidana korupsi.

c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana
korupsi kepada instansi terkait.

d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instalasi yang
berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana
korupsi (Pasal 7 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002)

f. Wewenang lainnya sesuai dengan pasal 12, 13, dan 14 Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2002

4. Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan
dan penuntutan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan

% pid, h. 71
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penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 38

ayat (1))

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi
penyidik tindak pidana korupsi. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan
tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang
berlaku dan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dilaksanakan berdasarkan

perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.>

5 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 71-72



